KOMENTAR UMUM no. 06

HAK-HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA

DARI ORANG LANJUT USIA

Komite Persatuan Bangsa-bangsa untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

E/C.12/1995/16/Rev.1 (1995)

Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Komentar Umum No. 06, Hak-Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya Dari Orang Lanjut Usia (Sidang ke 13, 1995, Dokumen PBB E/C.12/1995/16/Rev.1 (1995)*
1.
Pendahuluan.

1. Populasi dunia bertambah usia dalam tingkat yang mantap dan cukup spektakuler. Jumlah total dari orang yang berusia 60 atau lebih meningkat dari 200 juta pada tahun 1950 ke angka 400 juta pada tahun 1982 dan diproyekyikan untuk mencapai 600 juta pada tahun 2001 dan 1,2 milyar pada tahun 2025, disaat mana lebih dari 70% dari mereka akan hidup di negara-negara berkembang. Jumlah orang yang berusia 80 atau lebih telah tumbuh, dan terus tumbuh secara lebih dramatis, berawal dari 13 juta pada tahun 1950 ke lebih dari 50 juta pada saat ini dan diproyeksikan untuk meningkat sampai dengan 137 juta tahun 2025. Inilah kelompok masyarakat yang paling cepat pertumbuhannya di dunia, diproyeksikan untuk meningkat dengan faktor 10 antara 1950 dan 2025, jika dibandingkan dengan faktor 6 untuk kelompok usia 60 serta faktor sedikit lebih dari 3 untuk seluruh total populasi.  1/Sasaran global dalam Para Lanjut Usia untuk tahun 2001 : suatu strategi praktis. Laporan Sekretaris Jenderal (A/47/339), paragraf 5.

2. Angka-angka ini merupakan gambaran dari suatu revolusi diam-diam, tapi sesuatu yang mempunyai konsekwensi yang luas dan tidak bisa diduga serta sekarang mempengaruhi struktur sosial dan ekonomi masyarakat baik di tingkat dunia maupun negara, dan akan mempunyai pengaruh lebih besar di masa depan.

3. Sebagian besar negara penandatangan Kovenan dan khususnya negara-negara industri, dihadapkan pada tugas untuk menyesuaikan kebijakan sosial dan ekonomi mereka terhadap pertambahan umur masyarakatnya, terutama dalam hal jaminan sosial. Di negara-negara berkembang, ketiadaan atau kekurangan cakupan jaminan sosial diperberat dengan emigrasi anggota-anggota populasi yang lebih muda serta akibat melemahnya peran tradisional keluarga, penyangga utama orang-orang lanjut usia.

2.
Kebijakan yang disahkan secara Internasional dalam hal orang lanjut usia.

4. Pada tahun 1992 Sidang Dunia untuk Para Lanjut Usia mengadopsi Rencana Aksi Internasional Wina Untuk Para Lanjut Usia. Dokumen penting ini disahkan oleh Sidang Umum dan merupakan pedoman yang sangat penting, karena itu memberikan detail tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh Negara Anggota untuk melindungi hak-hak orang lanjut usia dalam konteks hak-hak yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia. Dokumen ini berisi 62 rekomendasi, dimana banyak diantaranya mempunyai keterkaitan langsung dengan Kovenan.  2/Laporan Sidang Dunia untuk Para Lanjut Usia, Wina, 26 Juli – 6 Agustus 1982; (Publikasi PBB, Penjualan No. E.82.I.16).

5. Pada tahun 1991 Sidang Umum mengadopsi Prinsip-prinsip PBB Bagi Orang Lanjut Usia yang, karena sifatnya berbentuk program, juga merupakan suatu dokumen yang penting dalam hal ini.  3/Resolusi Sidang Umum 46/91 tanggal 16 Desember 1991,”Pelaksanaan Rencana Aksi Internasional untuk Para Lanjut Usia dan kegiatan yang berkaitan”, lampiran. Dokumen ini dibagi menjadi 5 bagian yang berkaitan sangat erat dengan hak-hak yang diakui dalam Kovenan. “Kemandirian” termasuk akses kepada makanan, air, tempat tinggal, pakaian serta perawatan kesehatan yang layak. Terhadap hak-hak dasar ini ditambahkan juga kesempatan untuk pekerjaan yang berupah dan akses kepada pendidikan dan pelatihan. “Partisipasi” berarti bahwa orang lanjut usia harus berpartisipasi aktif dalam formulasi dan implementasi kebijakan-kebijakan yang berpengaruh terhadap nasib mereka serta membagikan pengetahuan dan kemampuan mereka kepada generasi yang lebih muda, dan mereka harus bisa untuk membentuk gerakan-gerakan dan organisasi. Bagian yang mempunyai judul “Perawatan” menyatakan bahwa orang-orang lanjut usia harus mendapatkan perawatan keluarga, perawatan kesehatan dan bisa menikmati hak asasi mereka serta kebebasan fundamental ketika menetap di suatu fasilitas penampungan atau perawatan. Dalam hal “Pemenuhan Keinginan”, orang-orang lanjut usia harus mengejar kesempatan untuk pengmbangan potensi mereka secara penuh melalui akses terhadap layanan-layanan pendidikan, budaya, spiritual dan rekreasional di masyarakat mereka. Akhirnya, Bab yang berjudul “Martabat” menyatakan bahwa orang-orang lanjut usia harus bisa hidup bermartabat dan mempunyai jaminan serta bebas dari eksploitasi dan pelecehan fisik atau mental, harus diperlakukan secara adil, tanpa memandang usia, jenis kelamin, latar belakang ras atau suku, cacat tubuh, keadaan keuangan atau status lainnya, serta kontribusi mereka harus dihargai secara independent.

6. Pada tahun 1992, Sidang Umum mengadopsi 8 Sasaran Global dalam hal Para Lanjut Usia untuk tahun 2001 serta suatu pedoman singkat untuk menetapkan sasaran-sasaran bersifat nasional. Dalam banyak hal penting, sasaran-sasaran global ini membantu untuk menegakkan kewajiban-kewajiban negara penandatangan terhadap ketentuan Kovenan.  4/Sasaran Global dalam Para Lanjut Usia untuk tahun 2001 : Suatu Strategi Praktis. Laporan Sekretaris Jenderal (A/47/339), Bab III dan IV.

7. Juga pada tahun 1992, dan dalam rangka Peringatan Ulang Tahun ke 10 Pengadopsian Rencana Aksi Internasional Wina oleh Konferensi untuk Para Lanjut Usia, Sidang Umum mengadopsi Proklamasi Para Lanjut Usia. Dimana ini menekankan adanya dukungan berbentuk inisiatif nasional terhadap Para Lanjut Usia sehingga perempuan-perempuan lanjut usia diberikan dukungan yang layak untuk sumbangan-sumbangan mereka terhadap masyarakat yang biasanya tidak diakui serta para pria lanjut usia didorong untuk mengembangkan kapasitas sosial budaya dan emosional mereka yang mungkin dicegah pengembangannya pada masa kerja mereka; keluarga-keluarga didukung untuk menyediakan perawatan dan seluruh anggota keluarga didorong untuk bekerja sama dalam memberikan perawatan; serta bahwa kerja sama internasional diperluas dalam hal strategi untuk mencapai sasaran global untuk Para Lanjut Usia untuk tahun 2001. Juga dinyatakan bahwa tahun 1999 sebagai Tahun Internasional untuk Orang Lanjut Usia sebagai penghargaan terhadap demografi kemanusiaan “Para Lanjut Usia”.  5/Resolusi Sidang Umum 47/5 tanggal 16 Oktober 1992, Proklamasi Para Lanjut Usia.

8. Lembaga-lembaga spesialis PBB, khususnya Organisasi Buruh Internasional, juga memberikan perhatian terhadap masalah Para Lanjut Usia ini dalam bidang-bidang keahlian mereka.

3.
Hak-hak orang lanjut usia dalam kaitannya dengan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

9. Terminologi yang dipergunakan untuk menjelaskan orang lanjut usia sangat bermacam-macam, bahkan dalam dokumen-dokumen internasional. Termasuk diantaranya : “lanjut usia”, “orang tua”, “orang yang lebih tua”, “jenjang usia ketiga”, "orang berumur”, dan, khusus untuk orang yang berumur lebih dari 80 tahun, “jenjang usia keempat”. Komite memilih untuk menggunakan “orang lanjut usia” (dalam bahasa Perancis, personnes agees,; Spanyol, personas mayores), istilah yang digunakan dalam Resolusi Sidang Umum 47/5 dan 49/98.  Sesuai dengan praktek yang dilakukan oleh layanan statistik PBB, istilah ini mencakup orang-orang yang berumur 60 atau lebih (Eurostat, layanan statistik Uni Eropa, menganggap “orang lanjut usia sebagai orang yang berumur 65 atau lebih, karena usia 65 adalah usia pensiun yang lazim, dan kecenderungan yang ada adalah untuk mencapai usia pensiun yang paling akhir.)

10. Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tidak memuat secara eksplisit mengenai hak-hak untuk orang lanjut usia, meskipun Pasal 9 berkaitan dengan “hak bagi semua atas adanya jaminan sosial, termasuk diantaranya asuransi sosial”, secara implisit mengakui hak-hak yang dimiliki karena bertambahnya usia. Meskipun demikian, dengan berdasarkan fakta bahwa ketentuan Kovenana berlaku secara menyeluruh terhadap semua anggota masyarakat, jelaslah bahwa orang-orang lanjut usia juga berhak untuk menikmati semua hak yang diakui oleh Kovenan. Pendekatan ini juga tercermin dalam Rencana Aksi Internasional Wina Untuk Para Lanjut Usia.  Selanjutnya, karena penghormatan terhadap hak-hak orang-orang lanjut usia membutuhkan tindakan-tindakan khusus yang harus dilakukan, maka negara penandatangan diminta oleh Kovenana untuk melakukannya dengan semua sumber daya yang ada padanya.

11. Permasalahan penting lainnya adalah apakah diskriminasi berdasarkan usia dilarang oleh Kovenan. Baik Kovenan maupun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tidak menyatakan secara eksplisit bahwa usia adalah salah satu dasar larangan.  Hal ini bukanlah suatu pengecualian secara sengaja, tetapi tidak dicantumkannya usia sebagai dasar larangan ini mungkin disebabkan karena pada saat ketentuan ini diadopsi, permasalahan pertambahan usia demografis ini tidaklah senyata atau menekan seperti sekarang ini.

12. Bagaimanapun juga, ini bukanlah suatu masalah yang sangat menentukan, karena larangan diskriminasi atas dasar “status lainnya” juga bisa diterapkan pada masalah usia.  Komite mencatat bahwa meskipun tidak bisa disimpulkan bahwa diskriminasi atas dasar usia secara komprehensif dilarang oleh Kovenan, lingkup bidang dimana diskriminasi semacam itu bisa diterima juga sangat terbatas.  Selanjutnya, harus ditekankan bahwa tidak bisa diterimanya diskriminasi terhadap orang lanjut usia ini ditegaskan dalam banyak dokumen kebijakan internasional dan dikonfirmasikan dalam peraturan oleh banyak negara.  Dalam sedikit bidang dimana diskriminasi semacam itu terus ditolerir, seperti yang berkaitan dengan usia pensiun yang diwajibkan atau dalam bidang pendidikan tertier, terdapat suatu kecenderungan jelas menuju dihilangkannya batasan-batasan semacam itu.  Komite berpendapat bahwa negara-negara penandatangan harus mencari cara untuk mempercepat kecenderungan ini.

13. Selaras dengan itu, Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya berpendapat bahwa negara-negara penandatangan Kovenan diwajibkan untuk memberikan perhatian khusus untuk mempromosikan dan melindungi Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya orang-orang lanjut usia.  Peran Komite dalam hal ini adalah menyumbangkan segala yang lebih penting dengan dasar fakta bahwa, tidak seperti halnya masalah kelompok masyarakat lainnya seperti perempuan atau anak-anak, tidak ada suatu Kovenan internasional yang bersifat komprehensif dalam hal hak orang-orang lanjut usia serta tiadanya kesepakatan pengawasan yang bersifat mengikat bagi perangkat prinsip-prinsip PBB dalam bidang ini.

14. Pada akhir sidang ke 13, Komite dan, sebelumnya, pendahulu Komite, Kelompok Kerja Sementara Pakar-Pakar Pemerintah, telah memeriksa 144 laporan pendahuluan, 70 laporan periodik kedua serta 20 laporan pendahuluan dan periodik global terhadap pasal 1 sampai 15.  Pemeriksaan ini memungkinkan untuk mengidentifikasi banyak permasalahan yang mungkin ditemui dalam melaksanakan Kovenan di banyak negara yang mewakili semua wilayah dunia dan mempunyai sistem politik, sosio ekonomis dan budaya yang berbeda-beda.  Laporan-laporan yang diperiksa sampai saat ini tidak memberikan informasi secara sistematis mengenai orang lanjut usia dalam kaitan kesesuaian dengan ketentuan Kovenan, selain informasi mengenai, dengan derajat kelengkapan yang berbeda-beda, implementasi pasal 9 mengenai hak atas jaminan sosial.

15. Pada 1993, Komite meluangkan waktu sehari dari rapat umumnya dengan tujuan untuk merencanakan kegiatannya di masa yang akan datang berkaitan dengan permasalahan ini.  Lebih jauh, Komite telah, dalam sidang-sidang terakhir, mulai memberikan derajat kepentingan yang lebih substansial kepada informasi mengenai hak-hak orang lanjut usia, dan dalam sesi tanya jawabnya berhasil memperoleh banyak informasi berharga dalam beberapa kesempatan.  Meski demikian, Komite mencatat bahwa sebagian besar laporan negara-negara penandatangan tetap sedikit saja menyinggung masalah yang penting ini.  Oleh karena itu, Komite ingin mengindikasikan bahwa di masa depan Komite akan mendesak agar keadaan orang lanjut usia, dalam kaitannya dengan hak-hak yang diakui dalam Kovenan, akan lebih banyak diulas dalam semua laporan.  Bagian selanjutnya dari Komentar Umum ini akan mengidentifikasi masalah-masalah spesifik yang relevan dalam hal ini.

4.
Kewajiban-kewajiban Umum Negara Penandatangan.

16. Orang lanjut usia sebagai suatu kelompok adalah sama heterogennya dan sama beragamnya dengan kelompok komunitas lainnya, serta kondisi mereka bergantung pada situasi ekonomi dan sosial suatu negara, faktor demografis, lingkungan, budaya dan tingkat tenaga kerja serta, pada tingkat individu, bergantung pada kondisi keluarga, tingkat pendidikan, lingkungan kota atau pedesaan dan pekerjaan dari buruh dan pensiunan.

17. Selain para lanjut usia yang sehat dan kondisi keuangannya baik, banyak juga diantara mereka yang tidak mempunyai daya dukung yang cukup, bahkan di negara-negara berkembang, serta mereka yang sangat menonjol diantara kelompok-kelompok yang paling rentan, marjinal dan tak terlindungi. Orang lanjut usia secara khusus berada dalam keadaan bahaya pada saat resesi dan restrukturisasi ekonomi. Seperti telah ditekankan oleh komite sebelumnya (Komentar Umum No. 3 (1990), Paragraf 12), bahkan pada saat terjadi keterbatasan sumber daya yang parah, negara penandatangan mempunyai kewajiban untuk melindungi anggota-anggota masyarakat yang rentan.

18. Metode-metode yang digunakan oleh negara-negara penandatangan untuk memenuhi kewajibannya sesuai Kovenan dalam hal orang lanjut usia pada dasarnya sama dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban lainnya (lihat Komentar Umum no. 1 (1989)). Metode-metode itu termasuk kebutuhan untuk menetapkan sifat dan cakupan masalah dalam suatu negara melalui pemantauan rutin, kebutuhan untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan dan program yang dirancang dengan baik sesuai kebutuhan, kebutuhan untuk melaksanakan peraturan jika diperlukan serta menghapuskan peraturan-peraturan yang bersifat diskriminatif, dan kebutuhan untuk menjamin dukungan anggaran atau, jika dibutuhkan, meminta kerjasama internasional. Dalam kaitan dengan yang terakhir, kerjasama internasional sesuai dengan Pasal 22 dan 23 Kovenan mungkin secara khusus adalah cara yang penting untuk memungkinkan negara-negara berkembang memenuhi kewajibannya sesuai dengan Kovenan.

19. Dalam konteks ini, perhatian bisa ditujukan kepada Sasaran Global No. 1, yang diadopsi oleh Sidang Umum tahun 1992, yang menyarankan pembentukan infrastruktur pendukung berskala nasional untuk mempromosikan kebijakan dan program tentang masalah lanjut usia dalam rencana pengembangan dan program-program nasional dan internasional. Dalam hal ini komite mencatat bahwa salah satu dari Prinsip-prinsip PBB bagi Orang Lanjut Usia dimana pihak pemerintah didorong untuk memasukkannya dalam program-program nasional mereka adalah bahwa orang lanjut usia seharusnya diperbolehkan untuk membentuk gerakan-gerakan atau asosiasi para lanjut usia.

5.
Ketentuan-ketentuan Khusus dalam Kovenan.

Pasal 3 : Persamaan Hak antara Laki-laki dan Perempuan.

20. Sesuai dengan Pasal 3 Kovenan, dimana para negara penandatangan diwajibkan untuk “Menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan seluruh Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya”, komite beranggapan bahwa negara penandatangan harus memberikan perhatian khusus kepada perempuan lanjut usia yang, karena telah menghabiskan seluruh atau sebagian hidup mereka untuk merawat keluarga tanpa terlibat dalam suatu kegiatan yang diupah sehingga memberikan mereka hak untuk mendapatkan pensiun hari tua, dan juga yang tidak berhak mendapatkan pensiun janda, seringkali berada dalam kondisi yang kritis.

21. Untuk menghadapi hal-hal semacam itu serta mentaati sepenuhnya Pasal 9 Kovenan dan paragraf 2 (h) Proklamasi tentang Para Lanjut Usia, negara penandatangan harus mengadakan suatu jaminan hari tua non-kontributif atau bantuan lainnya untuk semua orang, tanpa melihat jenis kelamin, yang merasa dirinya tidak mempunyai sumberdaya pada usia yang ditentukan oleh suatu peraturan nasional. Karena harapan hidup mereka lebih besar serta fakta bahwa mereka lebih sering tidak mendapat pensiun, perempuan seharusnya menjadi penerima manfaat yang utama.

Pasal 6 sampai 8 : Hak-hak yang Berkaitan dengan Pekerjaan.

22. Pasal 6 Kovenan mewajibkan negara penandatangan untuk mengambil langkah yang perlu untuk melidungi hak setiap orang untuk memperoleh pendapatan dari pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas. Dalam hal ini, Komite, yang memperhatikan bahwa para pekerja yang lebih tua dan belum mencapai usia pensiun sering menemui kesulitan dalam menemukan atau mempertahankan pekerjaan, menekankan kebutuhan akan tindakan-tindakan untuk mencegah diskriminasi berdasarkan usia dalam pekerjaan.  6/Lihat Rekomendasi ILO 162 (1980) mengenai Pekerja Lanjut Usia, paragraf 3 sampai 10.

23. Hak “Untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan mendukung” (Kovenan, Pasal 7) mempunyai arti penting yang khusus untuk menjamin pekerja lanjut usia menikmati kondisi kerja yang aman sampai mereka pensiun. Khususnya, diharapkan untuk mempekerjakan pekerja lanjut usia dalam keadaan dimana pengalaman dan pengetahuan mereka bisa dipergunakan sebaik-baiknya.  7/Ibid; paragraf 11 – 19.

24. Dalam masa-masa sebelum pensiun, program persiapan pensiun harus diimplementasikan, dengan partisipasi wakil organisasi pekerja serta lembaga lain yang berkaitan, untuk mempersiapkan pekerja lanjut usia dalam menghadapi kondisi baru mereka. Program seperti ini harus, khususnya, memberikan informasi kepada pekerja lanjut usia tentang : Hak dan Kewajiban mereka sebagai pensiunan, kesempatan-kesempatan dan kondisi untuk meneruskan aktivitas pekerjaan atau melakukan kerja sosial, cara-cara untuk melawan efek merugikan dari bertambahnya usia, fasilitas-fasilitas untuk aktivitas pendidikan lanjut dan budaya, serta pengisian waktu luang.  8/Ibid; paragraf 30.

25. Hak yang dilindungi oleh Pasal Kovenan, misalnya, hak asosiasi pedagang, termasuk setelah usia pensiun, harus diterapkan bagi pekerja lanjut usia. 

Pasal 9 : Hak atas Jaminan Sosial.

26. Pasal 9 Kovenan menyatakan secara umum bahwa negara penandatangan “mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial”, tanpa memberikan batasan jenis atau tingkatan perlindungan yang diberikan. Meski demikian, istilah “Jaminan Sosial” secara implisit meliputi semua resiko yang berkaitan dengan hilangnya peluang mencari nafkah karena sesuatu hal yang berada di luar kemampuan manusia.

27. Sesuai dengan Pasal 9 Kovenan dan ketentuan-ketentuan mengenai implementasi Konvensi jaminan sosial ILO – Konvensi no. 102 tentang Jaminan Sosial (Standar Minimum) (1952) dan Konvensi no. 128 mengenai Cacad Tubuh, Usia Tua dan Jaminan Keselamatan (1967) – Negara-negara penandatangan harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk membentuk aturan-aturan umum Asuransi Wajib Hari Tua, dimulai pada suatu usia tertentu, untuk kemudian ditetapkan dalam Hukum Nasional.

28. Dalam menjaga kesesuaian dengan rekomendasi yang ada dalam kedua Konvensi ILO yang telah disebutkan tadi dalam Rekomendasi no. 162, komite mengajak negara penandatangan untuk menetapkan suatu usia pensiun yang fleksibel, tergantung pada pekerjaan dilakukan dan kemampuan kerja para lanjut usia, dengan mempertimbangkan faktor-faktor demografis, ekonomi dan sosial.

29. Untuk memberikan arti bagi ketentuan Pasal 9 Kovenan, negara penandatangan harus menjamin aturan mengenai jaminan bagi ahliwaris dan yatim piatu pada saat meninggalnya sang pencari nafkah yang mempunyai jaminan sosial atau menerima pensiun.

30. Lebih jauh lagi, seperti telah dibahas dalam paragraf 20 dan 21, untuk mengimplementasikan secara penuh ketentuan pasal 9 Kovenan, negara penandatangan harus, dengan seluruh sumberdaya yang ada, memberikan jaminan hari tua non-kontributif dan bantuan lainnya untuk semua orang lanjut usia, yang ketika mencapai usia yang ditetapkan dalam peraturan nasional, belum memenuhi periode kontribusi yang ditentukan dan tidak berhak untuk suatu pensiun hari tua atau jaminan sosial atau bantuan lainnya, dan tidak mempunyai sumber pendapatan lain.

Pasal 10 : Perlindungan Terhadap Keluarga.

31. Berdasarkan Pasal 10, paragraf 1 Kovenan dan Rekomendasi no. 25 dan 29 rencana aksi internasional Wina tentang para lanjut usia, negara penandatangan harus melakukan semua usaha yang diperlukan untuk mendukung, melindungi dan memperkuat keluarga dan membantunya, sesuai dengan sistem nilai budaya dari setiap masyarakat, untuk merespond kebutuhan para lanjut usia yang bergantung kepadanya. Rekomendasi 29 mendorong pemerintah negara serta organisasi non-pemerintah untuk membentuk layanan sosial untuk mendukung seluruh keluarga yang mempunyai orang lanjut usia di dalamnya serta untuk mengimplementasikan tindakan-tindakan khusus bagi keluarga dengan pendapatan rendah yang ingin mempertahankan anggotanya yang lanjut usia dalam keluarga mereka. Bantuan ini juga harus diberikan kepada orang-orang yang hidup sendiri atau pasangan lanjut usia yang ingin tetap berada di rumah.

Pasal 11 : Hak atas Standar Kehidupan yang Layak.

32. Dari Prinsip-prinsip PBB untuk Para Lanjut Usia, Prinsip 1, yang ada di permulaan Bab yang berkaitan dengan kemandirian para lanjut usia, menyatakan bahwa : “Para lanjut usia harus mempunyai akses kepada makanan, air, tempat tinggal, pakaian dan layanan kesehatan yang layak melalui ketetapan pendapatan, dukungan keluarga dan masyarakat serta atas usaha sendiri”. Komite memberikan kepentingan yang besar pada prinsip ini, yang memberikan para lanjut usia hak-hak yang ada dalam Pasal 11 Kovenan.

33. Rekomendasi 19 sampai 24 dari Rencana Aksi Internasional Wina untuk para lanjut usia menekankan bahwa perumaham bagi para lanjut usia harus diartikan lebih dari sekedar tempat berteduh dan bahwa, selain bersifat fisik, ini mempunyai signifikansi psikologis dan sosial yang harus dipertimbangkan. Selaras dengan itu, kebijakan nasional harus membantu para lanjut usia untuk tetap tinggal di rumah mereka sendiri selama mungkin, melalui restorasi, pembangunan dan perbaikan rumah-rumah serta penyesuaian mereka terhadap kemampuan para lanjut usia itu untuk medapatkan akses dan mempergunakannya (Rekomendasi 19). Rekomendasi 20 menekankan kebutuhan atas pembangunan kembali kawasan perkotaan serta rencana dan kebijakan pembangunan untuk memberikan perhatian khusus terhadap masalah lanjut usia, membantu dalam menjamin integrasi sosial mereka, sementara Rekomendasi 22 memberi perhatian terhadap kebutuhan untuk mempertimbangkan kapasitas fungsional para lanjut usia dengan tujuan memberikan mereka lingkungan hidup yang lebih baik serta memfasilitasi mobilitas dan komunikasi melalui ketentuan tentang sarana transportasi yang layak.

Pasal 12 : Hak atas Kesehatan Fisik dan Mental

34. Dengan tujuan perwujudan hak orang lanjut usia atas suatu standar kesehatan fisik dan mental yang baik, sesuai dengan pasal 12, paragraf 1 Kovenan, negara-negara penandatangan harus mengindahkan isi dari rekomendasi 1 sampai 17 dari Rencana Aksi Internasional Wina untuk Orang Lanjut Usia, yang berfokus sepenuhnya pada pemberian pedoman kebijakan kesehatan untuk menjaga kesehatan dari orang lanjut usia serta mengambil suatu sudut pandang komprehensif, dari mulai pencegahan dan rehabilitasi sampai perawatan bagi mereka yang sukar disembuhkan lagi.

35. Dengan terlihat bahwa, meningkatnya jumlah penyakit yang kronis dan degeneratif serta tingginya biaya rumah sakit yang dibutuhkannya tidak bisa hanya ditangani dengan perawatan penyembuhan.  Dalam hal ini, negara penandatangan harus diperingatkan bahwa menjaga kesehatan sampai hari tua membutuhkan investasi dengan jangka waktu seumur hidup, berdasarkan pada pelaksanaan gaya hidup sehat (makanan, olahraga, peniadaan tembakau dan alkohol, dsb).  Tindakan pencegahan, melalui pemeriksaan rutin yang disesuaikan dengan kebutuhan para lanjut usia, mempunyai peran yang menentukan, seperti halnya rehabilitasi, dengan cara menjaga kapasitas fungsional para lanjut usia, dengan hasil menurunnya biaya untuk investasi layanan kesehatan dan sosial.

Pasal 13 sampai 15 : Hak atas Pendidikan dan Budaya

36. Pasal 13, paragraf 1 Kovenan mengakui hak semua orang atas pendidikan.  Dalam hal para lanjut usia, hak ini harus dipandang dari dua sudut pandang yang berbeda dan saling melengkapi : (a) hak dari para lanjut usia utnuk mengambil manfaat dari program-program pendidikan; dan (b) membuat keahlian dan pengalaman para lanjut usia bisa berguna bagi generasi yang lebih muda.

37. Dalam hal poin yang pertama, negara penandatangan harus mempertimbangkan : (a) rekomendasi dalam Prinsip ke 16 dari Prinsip-prinsip PBB untuk Para Lanjut Usia dengan tujuan bahwa para lanjut usia seharusnya mepunyai akses kepada program pendidikan dan pelatihan yang sesuai; dan harus, oleh karena itu, dengan didasarkan pada persiapan, kemampuan dan motivasi mereka, diberikan akses kepada beragam tingkatan pendidikan melalui pelaksanaan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam hal pelatihan baca tulis, pendidikan seumur hidup, akses kepada perguruan tinggi, dsb.; dan (b) Rekomendasi 47 Rencana Aksi Internasional Wina bagi Para Lanjut Usia, yang, sesuai dengan konsep pendidikan seumur hidup yang diumumkan oleh UNESCO (Lembaga Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya PBB), merekomendasikan program yang informal, berbasis komunitas dan berorientasi rekreasional bagi para lanjut usia dengan tujuan untuk mengembangkan perasaan percaya diri mereka serta menumbuhkan perasaan bertanggung jawab bagi masyarakat.  Program seperti itu harus didukung oleh pemerintah negara dan organisasi-organisasi internasional.

38. Dalam hal pendayagunaan keahlian dan pengalaman para lanjut usia, seperti ditunjukkan dalam bagian dari rekomendasi Rencana Aksi Internasional Wina bagi Para Lanjut Usia yang berkaitan dengan pendidikan (paragraf 74-76), perhatian diberikan pada peran penting yang tetap dimiliki oleh para lanjut usia dan orang-orang tua dalam sebagian besar masyarakat sebagai penyampai informasi, pengetahuan, tradisi dan nilai spiritual, serta pada fakta bahwa tradisi penting ini seharusnya tidak hilang.  Oleh karena itu, Komite memberikan arti penting khusus dalam pesan yang dikandung dalam rekomendasi 44 dari Rencana Aksi : “Program pendidikan yang menjadikan para lanjut usia sebagai pengajar dan penyampai pengetahuan, budaya dan nilai spiritual harus dikembangkan”.

39. Dalam pasal 15, paragraf 1 (a) dan (b) Kovenan, negara penandatangan mengakui hak setiap orang untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya serta merasakan faedah kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasinya.  Dalam hal ini, Komite mendesak negara penandatangan untuk mengindahkan rekomendasi yang tertuang dalam Prinsip-prinsip PBB untuk Para Lanjut Usia, dan khususnya prinsip 7, yaitu : “Para lanjut usia harus tetap diterima dalam masyarakat, berpartisipasi aktif dalam formulasi dan implementasi kebijakan-kebijakan yang secara langsung mempengaruhi nasib mereka serta membagikan pengetahuan dan keahlian mereka dengan generasi yang lebih muda”; dan prinsip 16, yaitu; “Para lanjut usia harus mempunyai akses kepada sumberdaya-sumberdaya pendidikan, budaya, spiritual dan rekreasional dalam masyarakat.

40. Selaras dengan itu, rekomendasi 48 Rencana Aksi Internasional Wina bagi Para Lanjut Usia mendorong pemerintah negara-negara dan organisasi internasional untuk mendukung program yang ditujukan untuk memberikan kepada para lanjut usia kemudahan akses secara fisik kepada institusi- institusi budaya (museum, teater, gedung pertunjukan, bioskop, dsb).

41. Rekomendasi 50 menekankan pada kebutuhan dari pemerintah negara, organisasi non-pemerintah dan para lanjut usia sendiri untuk berusaha menghilangkan gambaran stereotip negatif dari para lanjut usia seperti, mempunyai ketidakmampuan fisik dan psikologis, tidak mampu bekerja secara mandiri serta tidak mempunyai kedudukan atau peranan dalam masyarakat.  Usaha-usaha ini, dimana lembaga-lembaga pendidikan dan media juga harus ikut ambil bagian, sangat penting untuk mewujudkan suatu masyarakat yang bisa menerima sepenuhnya para lanjut usia didalamnya.

42. Dalam hal hak untuk menerima faedah dari kemajuan ilmu pengetahuan beserta aplikasinya, negara penandatangan harus mengindahkan rekomendasi 60, 61 dan 62 dari Rencana Aksi Internasional Wina bagi Para Lanjut Usia serta berusaha untuk mempromosikan penelitian mengenai aspek-aspek biologis, mental dan sosial dari para lanjut usia dan cara-cara untuk mempertahankan kapasitas fungsional serta mencegah dan menunda dimulainya penyakit dan ketidakmampuan kronis.  Dalam kaitan ini, direkomendasikan bahwa negara-negara, organisasi antar pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk membentuk suatu institusi yang secara khusus mengajarkan gerontologi, geriatri dan psikologi geriatri di negara-negara dimana tidak terdapat lembaga-lembaga semacam itu. 
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